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KJKS Binama Semarang memiliki beberapa produk yang beruapa produk 
simpanan dan poduk pembiayaan, diantara beberapa produk di KJKS Binama 
terdapat produk yang bernama produk pembiayaan modal kerja. Dalam prosesnya 
terdapat beberapa permasalahan pembiayaan yang terjadi terhadap kewajiban 
pelunasan mualai dari kolektabilitas yang dikategorikan kurang lancar sampai 
dengan macet. Proses analisis kelayakaan pembiayaan menjadi alasan terjadinya 
pembiayaan bermasalah.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin 
mengulik lebih dalam tentang analisis kelayakan nasabah pembiayaan modal kerja 
(study kasus KJKS Binama Semarang) yang berisiskan tenttang : prosedur 
pengajuan pembiayaaan, bagaimana analis kelayakaan nasabaah pembiayaan dan 
seperti apa penulis memberikan solusi. 
Dari apa yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, 
peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-
masalah manusia dan sosial. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 
data yang meliputi wawancara, observasi dan dokmentasi. Kemudian teknik 
analisa menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan 
deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang 
diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, 
penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya: pertama, 
prosedur pengajuan pembiayaan di KJKS Binama Semarang sama dengan 
prosedur pengajuan pembiayaaan yang ada di lembaga keuangan lainnya mulai 
dari melakukan negoisasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, 
melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis 
pembiayaan, peninjauan lokasi, pemutusan, pencairan, pemantauan pembiayaan. 
Kedua, analisis dalam menilai kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5c yaitu: 
character, capacity, capital, coleteral, condition of economi, Ketiga, Tinggi 
rendahnya suatu pembiayaan bermasalah tergantung dengan proses analisis yang 
dilakukan oleh KJKS Binama Semarang. 
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A. Latar Belakang 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia 
NOMOR : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Bab 1 tentang ketentuan umum 
KJKS. KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang 
pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syari’ah. Dan selanjutnya 
unit jasa keuangan syariah Koperasi disebut UJKS. 
Seperti halnya Perbankan Syariah, BMT atau KJKS juga memiliki 
peran untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara 
menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Penghimpunan 
dana dilakukan BMT dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan 
berjangka, sementara penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit 
atau pembiayaan kepada nasabah yang memilki usaha.1 
Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-
produk penghimpun yang berupa simpanan dan penyaluran dana yang 
berupa pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di KJKS Binama 
hampir semua berupa pembiayaan murabahah seperti : Griya Idaman, 
KPR, KPT, Modal kerja dan lain-lain, kemudian pembiayaan 
                                                          
1
 Wini Arintasari, IIAnalisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan 
Pembiayaan pada KJKS Anda Salatiga II, Tugas Akhir Ahli Madya Ekonomi Syariah, 




mudharabahnya seperti pembiayaan modal kerja, dan yang terakhir 
pembiayaan yang berakadkan ijarah seperti pembiayaan multi jasa.2 
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan modal kerja atau modal investasi yaitu barang dagangan, 
barang baku produk, dan alat-alat kerja. Perjanjian yang dilakukan oleh 
dua pihak ini antara mudharib (mitra) dengan shahibul mal (KJKS) dalam 
prakteknya akan dijumpai sebuah cidera janji yang dilakukan oleh mitra. 
Oleh sebab itu sebagai koperasi jasa keuangan yang kegiatanya 
berdasarkan prinsip syariah KJKS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian 
dalam pelaksanaannya terutama pada pemberian pembiayaan kepada 
mitra.3 
Melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut di 
cairkan adalah penerapan dari prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan 
itu sendiri adalah kegiataan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut 
diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh KJKS.4 Prinsip Analisis 
yang dipakai dalam Analisis pembiayaan adalah Charakter, Capasity, 
Capital, Coleteral, Condisi of economi. 
Setiap pembiayaan yang telah disetujui baik oleh setiap kepala 
cabang masing-masing maupun yang telah disetujui oleh komite 
pembiayaan yang ada di KJKS Binama Semarang dan kemudian dana cair 
pada mitra maka disitu akan timbul sebuah resiko yang disebut resiko 
                                                          
2
 Modul KJKS Binama  
3
 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, cetakan ke-3, h.171 
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pembiayaan. Seperti halnya resiko gagal bayar yang timbul apabila 
kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), 
diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik 
disebut pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF).5 
Dalam KJKS Binama Semarang sering dijumpai beberapa 
permasalahan terkait penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS. 
Permasalahan muncul baik timbul karena faktor dari KJKS itu sendiri 
khususnya dibagian AO yang bertugas melakukan analisis, pengendalian 
yang dilanjutkan dengan pengawasan pembiayaan sampai dengan 
pembiayaan terseput selesai. 
Diantara contoh pembiayaan bermasalah yang timbul karena faktor 
yang berasal dari KJKS yang dapat menyebabkan kemacetan dalam 
pembiayaan modal kerja salah satunya adalah kurangnya ketelitian dalam 
menganalisa pembiayaan atau kurang berhati-hati dalam pemilihan 
nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja.6 
Pembiayaan bermasalah juga timbul karena faktor dari nasabah 
atau mitra itu sendiri. Terdapat dua faktor yang timbul dari mitra yaitu 
faktor kesengajaan dan faktor ketidak sengajaan. Faktor kesengajaan 
umumnya disebabkan oleh karakter yang ada pada diri seorang nasabah. 
                                                          
5
 Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2012, h.91 
 
6Khoirotul Amalia||Analisa Penerapan Prinsip kehati-hatian pada Pelaksanaan 
Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal||, Skripsi Sarjana 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang 
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Dan faktor kesengajaan muncul karena diluar kendali dari nasabah seperti 
terjadinya kebangkrutan. 
Dari semua kasus pembiyaan bermasalah yang ada di KJKS yang 
paling dominan terjadi adalah terjadinya keterlambatan angsuran oleh 
beberapa mitra, samapi dengan tunggakan yang dinilai dari kurang lancar 
sampai dengan macet. Dan permasalahan lain yang terjadi diantaranya 
masalah pelarian agunan, penjualan agunan, sengketa jaminan yang 
umumnya disebabkan oleh buruknya karakter dari seoraaang nasabah atau 
mitra tersebut.  
Dari uraian diatas di harapkan KJKS Binama Semarang 
mempunyai penilai kelayakan seorang nasabah atau mitra yang patut di 
beri sebuah fasilitas pembiayaan sehingga dapat menekan terjadinya 
pembiayaan bermasalah. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat 
sebuah judul Tugas Akhir “ ANALISIS  KELAYAKAN NASABAH 
PEMBIAYAAN MODAL KERJA (STUDY KASUS DI KJKS BINAMA 
SEMARANG)  
B. Perumusan Masalah 
  Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan 
permasalahan sebagai berkut: 






2. Bagaimana menilai kelayakan nasabah pembiayaan modal kerja untuk 
meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KJKS Binama 
Semarang? 
3. Bagaimana Solusi yang diberikan penulis kepada KJKS Binama 
Semarang? 
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di 
KJKS Binama Semarang. 
b. Untuk mengetahui bagaimana kelayakan nasabah yang berhak 
mendapatkan fasilitas pembiayaan atau tidak sebagai upaya 
meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 
2. Manfaat penelitian 
         Manfaat yang ingin diambil dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
a. Bagi penulis 
 Diharapkan dapat memperluas wawasan dan memantapkan 
pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terutama mengenai 
prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja, dan bagaimana cara 
mengetahui kelayakan seorang nasabah yang patut diberi fasilitas 
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pembiayaan guna untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah. 
b. Bagi KJKS Binama Semarang 
 Memberikan solusi permasalahan dan memberikan 
kontribusi pemikiran dalam hal pengendalian pemberian 
pembiayaan untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah. 
c. Bagi Masyarakat. 
 Menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat 
bagaimana mengetahui kelayakan nasabah pembiayaan modal 
kerja yang patut diberikan sebuah fasilitas pembiayaan untuk 
meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 
d. Bagi D3 Perbankan Syariah. 
Menambah informasi dan dapat dijadikan referensi, 
khususnya bagi akademisi mengenai kelayakan nasabah sebagai 
cara meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 
D. Tinjauan Pustaka 
Terkait dengan tugas akhir yang akan di teliti penulis. Ada 
beberapa telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang mampu jadi 
pertimbangan dan pembeda bagi penelitian ini. 
Penelitian yang di lakukan oleh Ulfatu Rosyidah pada tahun 2013 
dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan 





mengungkapkan bahwa Pengendalian intern yang diterapkan untuk 
pengendalian terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Tumang cabang 
Cepogo meliputi aturan yang dibuat oleh manajemen, struktur organisasi, 
alat yang digunakan, pencatatan, serta pengawasan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Faridha Fani pada tahun 2008 
dalam skripsinya berjudul “ Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan 
Mudharabah di BMT (studi pada BMT Tanjung dan BMT Al-kautsar)” 
yang menyatakan bahwa proses analisa pembiayaan  yang dilakukan oleh 
account officer di kedua BMT tersebut yang bersifat kualitatif yang sudah 
sesuai dengan prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan aspek 
5C. 
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Khoiratul Amalia 
dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian 
pada Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Robbani 
Sekopek Kaliwungu Kendal” yang menyatakan bahwa penerapan prinsip 
prudensial dalam pemberian pembiayaan mudharabah sebagai cara untuk 
memperkecil terjadinya resiko pembiayaan. 
Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prudential 
Principle pada Pembiayaan Mudharabah Di KJKS Baituttamwil Tamzis 
cabang Kertek di Wonosobo” pada tahun 2014 yang dilakukaan oleh 
Khusna Kurotu Aeni tentang kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan 




























dalam hal penyaluran dana kepada nasabah pihak bank 
diharap untuk berhati-hati dalam menyalurkan dana 
















1. Bagaimana prosedur pengjuan pembiayaan 
modal kerja? 


























Beberapa Lembaga Keuangan Syariah baik yang berbentuk Bank 
maupun nonBank akan mengalami yang namanya pembiayaan bermasalah. 
Termasuk di KJKS Binama Semarang dan untuk itu kita perlu mengetahui 
bagaimana cara meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah 
tersebut. 
Dari apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas 
peneliti, peneliti menggunakan metode penelitian kuaitatif karena 
penelitian yang dilakukan berdasarkan pada kondisi objek yang alami. Dan 
disini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Dan metode yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif.Yaitu metode yang mendeskripsikan sebuah subjek penelitian 
yang berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek 
yang diteliti. 
F. Metodologi Penelitian  
Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini, penulis melakukan 
penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan 
diproses. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian 
yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 
tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan 
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bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian 
kuantitatif dengan positivismenya.7 
2. Lokasi Penelitian. 
Lokasi penelitian adalah di kantor pusat KJKS binama yang 
berlokasi di Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari Raya. 1- Semarang 50196 
Telp.024. 6702792. 
3. Sumber Data 
a. Data primer 
Data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung 
dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, alat 
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 
yang dicari.8 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, 
publikasi yang sudah dalam bentuk jadi.Data sekunder adalah data 
yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.9 Dalam hal ini, penulis 
memperoleh data dari catatan-catatan buku atau modul, laporan-
laporan atau dokumen. 
 
 
                                                          
7
 Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd., METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan 
Praktik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 85 
8
 Lexy J, moelong, metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2007, edisi revisi, Catatan ke-24. h. 6 
9Jusuf Soewadji, MA, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra Wacana Media, 





4. Metode Pengumpulan Data. 
a. Wawancara 
Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode 
pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada 
seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap 
secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan 
dengan menggunakan pedoman wawancara. 
b. Observasi 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
pengumpulan data dengan observasi. Alat pengumpulan datanya 
adalah panduan observasi, sedangkan sumber data bisa berupa 
benda tertentu atau kondisi tertentu atau situasi tertentu, atau 
proses tertentu, atau perilaku orang tertentu. 
c. Dokumentasi 
Yaitu dari kata asal dokumen, yang berarti barang-barang 
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, data-
data, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian 




                                                          
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006, h. 158 
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G. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, akan penulis bagi menjadi 5 
(empat) bab, yaitu sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II Pembahasan Umum Tentang Topik Atau Pokok Pembahasan 
Bab ini berisikan tentang pembahasan detail tentang topik yang 
akan dibahas dalam tugas akhir yang dibuat oleh penulis, yaitu bahasan 
tentang prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja, dan penilaian  
kelayakan nasabah pembiayaan sebagai upaya untuk meminimalkan 
terjadinya pembiayaan bermasalah. 
BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian. 
Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya KJKS BINAMA 
Semarang, Visi, Misi, Struktur Organisasi, produk-produk KJKS 
BINAMA Semarang, dan lain-lain. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Bab ini berisikan tentang hasil riset dan wawancara di KJKS 
Binama Semarang  pembahasan detail tentang pembiayaan modal kerja  
serta bagaimana analisis kelayakan nasabah modal kerja guna 






Bab V Penutup 
Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran serta penutup yang 







PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN 
 
A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja  
1. Pengertian Pembiayaan. 
Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil. 
Menurut M. Syafi’i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang 
berjudul “Bank Syariah dan Teori ke Praktek”. Pembiayaan adalah 
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak yang merupakan devisit unit. 
Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya 
yang berjudul “Islamic Banking”. Pembiayaan atau financing adalah 
pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 
maupun lembaga. 
Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa: 
a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.  
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b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, 
danistishna’. 
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan 
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multi jasa.1 
Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan 
atau KJKS yang memberikan pinjaman bagi debitur yang kekurangan 
dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan 
angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah 
disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak. 
2. Dasar Hukum Pembiayaan. 
a. Dalam AlQur’an surat An-nisa’ ayat 29 berbunyi: 
 
َﺎٰﻴُّﻴَﻬﺎ ّﻠﺍِﺬْﻴَﻦ َﻤٰﺍُﻨﺍﻭ َﻻُﻜﺄﺘﺍﻭﻠ َﺍْﻤَﻮَﻠﺍُﻜْﻢ َﺒْﻴَﻨُﻜﻢ ِﺒْﻠﺎَﺒِﻄﺎِﻞ ِﺍﱠﻻ ْﻦﺃ َﺘُﻜَﻦﻮ ِﺘَﺠَﺮﺎًﺓ 
َﻋْﻦ َﺘَﺮٍﺾﺍ ِّﻤْﻧْﻢﻜ َﻮَﻻَﺘﺍﻮﻠﺘﻘ ۚﻢﻜﺴﻔﻧﺃ ﷲﺍﻦﺇ ﻦﺎﻜ ﻢﻜﺑ ﺎﻤﻴﺤﺮ  ۚۚ 
Artinya: 
‟Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 
Allah adalah Maha penyayang kepadamu”(Q.S An-nisaa’:29) 
 
 
                                                          




b. QS. Almuzammil ayat 20 yang artinya: 
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 
malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari 
orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran 
malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali 
tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia 
memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang 
mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada 
di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan 
orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah 
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada 
Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu 
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di 
sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling 
besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.”(Q.S Al-Muzammil:20) 
c. Dalil Hadist yang artinya 
 َك ىَﻠَﻋ َطَﺮ َﺘ ْثا ًَﺔﺑَرَﺎظُم َلﺎَﻤْلا َعَفَد اَذِإ ِبَِّﻠﻄ
ُ
لما ِدْﺒَﻋ ُﻦْي ُسﺎﱠﺒَعْلا َنَُدِّﻴَس َنﺎ
 ِزْﻨ َي َﻻَو اًﺮَْبَ ِﻪِﺑ ُكُﻠْﺴَي َﻻ ْنَأ ِﻪِﺒِحﺎَص  َتاَذ ﺎًﺘ َﺑاَد ِﻪِﺑ ىَِتَْشَي َﻻَو ًيًِداَو ِﻪِﺑ ُل
 َﻞَع َت ْنَِإف ٍﺔَﺒْطَر ِدَﺒَك  ىﱠﻠَص هللٌا َلْﻮُسَر ُُﻪطْﺮُش َغَﻠ َﺒ َف ,َﻦَﻤَض َكِلذ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُّللٌا
 َﻢﱠﻠَس َو َﻩزﺎَجَﺄَف  
Artinya:  
‟Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan 
sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat 
syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati 
lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada 
binatang,  Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia 
bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang 
diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu 
Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini 






3. Syarat Sahnya Sebuah Pembiayaan. 
Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat 
akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syahnya 
suatu perjanjian terdapat 4 macam syarat, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikat diri (sighat al-aqd). 
Yang dimaksud dengan “sepakat mereka yang mengikat diri” 
adalah bahwa apa yang dikendaki oleh pihak yang satu disetujui atau 
disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila 
suatu perjanjian muncul karena ada paksaan (dwang/ikrah), kekhilafan 
(dwaling/ghalath) atau penipuan (bedrog/taghrir-tadlis).2 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
Dijelaskan dalam pasal KUH Perdata, pada dasarnya setiap 
orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh 
undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam pasal 1330 KUH 
Perdata, orang-orang yang tidak cakap uuntuk membuat suatu 
perjanjian adalah: 
1) Orang yang belum dewasa. 
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. 
3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa 
                                                          
2
 Ibid, h. 154 
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undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 
tertentu.3 
c. Suatu hal tertentu (mahal Al-aqd/ Al-ma’qud alaih) 
Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban 
para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian 
yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian pembiayaan harus 
dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut: 
1) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan). 
2) Tujuan pemberian pembiayaan. 
3) Tanggal jatuh tempo pembiayaan. 
4) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang 
pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan 
pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.4 
d. Suatu sebab yang halal (maudhu’ al-aqd) 
Suatu sebab yang halal maksudnya apa yang menjadi tujuan 
bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan 
perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar 
kesusilaan.5 
4. Jenis-jenis Pembiayaaan 
Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut 
beberapa aspek: 
                                                          
3
 Ibid, h. 155-156 
4
 Ibid, h. 159 
5
 Ibid, h. 160 
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a. Menurut sifat penggunannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua 
hal berikut: 
1) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan 
usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 
2)  Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Muhammad safi’i 
Antonio:2001) 
b. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:  
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 
untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.6 
5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan. 
Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan dan fungsi, 
berikut tujuan dan fungsi dari pembiyaan: 
a. Tujuan pembiayaan 
Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara 
lain: 
1) Mencari keuntungan. 
                                                          
6
 Veithzal Rivai dan arfian arifin, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010, h.686 
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Mencari keuntungan (profittability). sebuah utulity 
(nilai). Dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi 
ketempat yang memerlukan barang tersebut.7 
2) Meningkatkan peredaran uang. 
Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari 
suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang 
kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah 
tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.8 
3) Menimbulkan kegairahan usaha. 
Dengan adanya perbankan Syariah dan sebuah KJKS 
tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, 
karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang 
kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan 
kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan 
syariah atau KJKS. 
4) Stabilitas ekonomi. 
Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih-
lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka 
pembiayaan bank Syariah atau KJKS memegang peranan yang 
sangat penting. 
5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 
                                                          
7Veithzal Rivai dan arfian arifin, Islamic..., h. 684 
8Ana Maiyah, IIPelaksanaan Pengawasaan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya 
Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah di KJKS Binama SemarangII, Tugas Akhir Diploma 
Perbankan Syariah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang. 
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Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja 
berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha 
berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan 
para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan 
yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan 
penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, 
sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, 
pendapatan nasional akan bertambah pula. 
6. Prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja  
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang memenuhi 
kebutuhan untuk meningkatkan sebuah produksi baik secara kuantitatif, 
yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu 
meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan 
perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.9 
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan modal kerja atau modal investasi yaitu: digunakan untuk 
pembelian barang dagangan, bahan baku produksi dan alat-alat kerja.10 
Menurut Syafi’i Antonio bank syariah atau koperasi sama halnya 
dalam menetapkan syarat administrasi yang diajukan untuk suatu 
pembiayaan antara lain: 
a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat 
antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, 
                                                          
9
 Muhammad syafi’i Antonio, Islamic Banking, Jakarta:PT GEMA INSANI, 2001 h. 161 
10Modul Binama Semarang. 
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rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan 
jangka waktu penggunaan dana. 
b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin 
umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. 
c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data 
persediaan akhir, data penjualan dan foto kopi rekening bank. 
Sebagai calon penerima pembiayaan dalam perbankan maupun 
koperasi mitra/nasabah wajib memenuhi prosedur yang telah di tetapkan 
oleh pihak bank maupun koperasi. Berikut beberapa prosedur yang harus 
dipenuhi oleh para calon debitur yaitu: 
a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun 
koperasi yang memuat informasi tentang data diri. Seperti: 
1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, 
nomer KTP dan NPWP. 
2) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja. 
3) Keterangan mengenai pekerjaan. 
4) Jumlah pembiayaan dan tujuan pengunaan dana. 
5) Specimen tanda tangan. 
b. Mengumpulkan data diri berupa foto kopi KTP suami istri (bagi 
yang sudah menikah), foto kopi Surat nikah (bagi yang sudah 
menikah), dan foto kopi Kartu Keluarga 
c. Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan. 
d. Foto kopi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir. 
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e. Foto kopi BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto 
kopi sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah. 
Proses pemberian pembiayaan yang baik dapat membantu 
meminimalkan concentation risk. Untuk menghasilkan keputusan 
pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan 
yang harus dilalui, seperti: 
a. Memahami bisnis dan industri. 
b. Mewawancarai nasabah/anggota. 
c. Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah. 
d. Melakukan negoisasi. 
e. Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan 
nasabah/anggota. 
f. Melakukan dokumentasi secara layak. 
g. Melakukan monitoring pembiayaan yang baik.11 
B. Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja untuk 
Meminimalkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada KJKS Binama 
Semarang. 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2008 tentang perbankan syari’ah, khususnya pasal 23 perihal kelayakan 
penyaluran dana (pemberian pembiayaan), ditegaskan bahwa: 
1. Bank syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syari’ah) harus mempunyai 
kemauan dan kemampuan calon nasabah/anggota penerima fasilitas 
                                                          




untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syari’ah 
dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah/anggota penerima 
fasilitas. 
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada butir diatas, 
Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama 
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari 
calon nasabah/anggota penerima fasilitas.12 
Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan 
permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah antara lain 
dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian 
pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu 
dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam 
menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat 
terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.13 
Analisis 5C menurut Syafi’i Antonio (2010:160), yaitu: 
1. Character  
Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank 
syari’ah/KJKS perlu melakukan analisis terhadap karakter calon 
nasabah/anggota dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon 
nasabah/anggota mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban 
membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank 
                                                          
12Ibid , hal: 69 
13Fitria Marsyaeliani,-Prinsip Dasar dan Analisis Kelayakan 
PembiayaanII,http://www.Ekonomi Syariah  PRINSIP DASAR DAN ANALISIS KELAYAKAN 
PEMBIAYAAN.htm, diakses 23 april 2015 
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syari’ah/KJKS ingin meyakini willingness to repay dari calon nasabah, 
yaitu keyakinan bank syari’ah/KJKS terhadap kemauan calon 
nasabah/anggota mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka 
waktu yang telah diperjanjikan. Bank syariah/KJKS ingin mengetahui 
bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan 
mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. 
2. Capacity 
Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui 
kemampuan keuangan calon nasabah/anggota dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank syari’ah/KJKS 
perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon 
nasabah/anggota dalam memenuhi kewajibannya setelah bank 
syariah/KJKS memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon 
nasabah/anggota sangat penting karena merupakan sumber utama 
pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka 
akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat 
dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar 
sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. 
3. Capital 
Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek 
pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal 
merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah/anggota atau 
jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin 
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besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah/anggota 
dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank dan 
keseriusan calon nasabah dalam mengajukan dan pembayaran kembali.  
4. Collateral 
Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas 
pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran 
kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar agunannya. Maka bank 
syariah/KJKS dapat melakukan penjualan terhadap agunan.  Hasil 
penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk 
melunasi pembiayaan.  
Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari 
nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin 
pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang 
sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang 
diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar 
terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan 
merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (marketable), maka 
bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah 
diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang 
penjualanya bagus, risikonya rendah.    
5. Condition of Economy 
Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu 
mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi 
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ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi 
terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk 
mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. 
Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisa yang dilakukan 
oleh bank syari’ah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah 
diajukan oleh calon nasabah/anggota. Dengan melakukan analisis 
pembiayaan, bank syari’ah/koperasi akan memperoleh keyakinan bahwa 
proyek yang akan dibiayai layak (feasible).14 
Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi 
pembiayaan di bank syari’ah/KJKS. Analisis pembiayaan yang dilakukan 
oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari’ah/KJKS dimaksudkan 
untuk : 
1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam; 
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan;dan 
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.15 
Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan di 
bank syari’ah ataupun KJKS adalah: 
1. Pendekatan jaminan, artinya bank syari’ah/KJKS dalam memberikan 
pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang 
dimiliki oleh peminjam. Jaminan yang diberikan debitur kepada nasabah 
hendaknya memiliki nilai diatas plafon yang diajukan oleh nasabah, 
                                                          
14
 Ikha Embun Ceria, -Perbankan Syari’ah 
(pembiayaan)II,www.slideshare.net/rikaramlawati/pembiayaanbermasalah.com, diakses pada 29 
april 2015 
15Azwar. Mahrami, -Analisis kelayakan pemberian pembiayaan II, http://Analisa 
Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah iqrapedia.html, diakses 23 april 2015 
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setidaknya jumlah plafon pembiayaan maksimal 75% dari 
jaminan/agunan. Agunan juga harus kita ketahui keabsahaan baik 
sertifikat maupun kepemilikannya, sehingga apabila terjadi suatu 
masalah maka agunan dapat dijadikan gantinya. 
2. Pendekatan karakter, artinya bank syariah/KJKS mencermati serta 
sungguh-sungguh terkait  dengan karakter nasabah/anggota. Karena dari 
karakter seorang calon nasabah/anggota bisa meyakinkan pihak bank 
untuk memberikan kepercayaan berupa dana yang diberikan kepadanya. 
Cara meneliti karakter debitur bisa dari latar belakang dari calon debitur, 
baik latar belakang pribadi maupun pekerjaan. 
3. Pendekatan dengan kemampuan pelunasan, artinya bank syari’ah/KJKS 
menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan 
yang telah diambil. Ini bisa dilihat dari cara calon debitur mengelola 
usaha dan mencari laba. Jika keduanya dilihat baik maka kemampuan 
untuk melakukan angsuran sebagai cara untuk melunasi pembiayaan juga 
baik. 
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan 
kelayakan usaha yang dilakukan oleh nasabah peminjam. Usaha yang 
baik untuk layak diberikan sebuah pembiayaan adalah usaha yang 
mempunyai prospek ke masa depan. Kondisi ekonomi juga 
mempengaruhi usaha di beberapa sektor sehingga dalam keadaan 
ekonomi yang kurang stabil pihak bank dihimbau untuk tidak 
memberikan pembiayaan. Apabila tetap diberikan pembiayaan  
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diharapkan usaha yang diberi dana adalah usaha yang mempunyai 
prospek kedepan. 
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya 
sebagai lembaga intermediery keuangan, yaitu mengatur mekanisme 
dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.16 
Adapun kasmir (2004;106) memiliki pemikiran dengan analisis yang 
menggunakan prinsip 7p, antara lain: 
1. Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon 
debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. 
2. Party, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 
golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. 
3. Purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 
termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 
4. Prospect, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 
menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 
atau sebaliknya. 
5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 
pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 
pengembalian kredit. 
6. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 
mencari laba. 
                                                          
16
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, h. 261 
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7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan 
mendapatkan perlindunngan. Perlindungan dapat berupa barang atau 
orang atau jaminan asuransi.17 
 
Dalam bukunya yang berjudul “Bank Islam (Analisis fiqh dan 
keuangan)” menerangkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
analisa pemberian pembiayaan antara lain: 
1. Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-
beda. 
2. Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat 
tergantung kepada skala usaha yang dijalankan, semakin besar skala 
usaha yang dijalankan, kebutuhan kerja akan semakin besar. 
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, beberapa pertanyaan yang harus 
dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain: 
a. Apakah proses produksi dibutuhkan, tenaga ahli / terdidik / terlatih 
dengan menggunakan peralatan yang canggih? 
b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang 
dibutuhkan untuk menunjang proses produksi? 
c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap 
yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi? 
d. Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap? 
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 Frenki lady, IIEvaluasi Kelayakan Pemberian Kredit oleh PT. BPR Artha Panggung 




4. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini 
yang harus ditelaah adalah: 
a. Bagaimana sistem pembayaraan pembelian bahan baku? 
b. Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?18 
Bank syari’ah/KJKS juga harus memastikan bahwa usaha yang 
dilakukan para debitur sesuai dengan syariat dan undang-undang yang 
berlaku. Karena tujuan dari pemberian pembiayaan modal kerja debitur/ 
calon debitur adalah untuk mengeleminasi resiko dan mengoptimalkan 
keuntungan. 
Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja bank syari’ah/KJKS 
harus kuat dalam hal analisis sumber pembayaran yang dalam penerapanya 
dapat dilihat dengan cara pengklasifikasian prospek menjadi: 
1. Proyek dengan kontrak 
2. Proyek tanpa kontrak19 
Setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan 
pembiayaan telah terpenuhi oleh nasabah/anggota, tahapan yang selanjutnya 
adalah pencairan dana dari fasilitas pembiayaan (Disbursement). Tidak 
sampai disitu setelah dana dicairkan tugas selanjutnya yang dilakukan adalah 
pemantauan dan pengawasan pembiayaan. 
Tujuan pemantauan dan pengawasan sebuah fasilitas pembiayaan 
adalah: 
                                                          
18
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2011, h. 234-235 
19
 Ibid. h. 235 
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a. kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan terhindari adanya 
penyelewengan-penyelewengan baik oknum diluar maupun oknum 
dari dalam bank syariah / koperasi syariah  itu sendiri. 
b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi 
bidang pembiayaan.  
c. Untuk memajukan efisiensi dalam pengelolaan tata laksana usaha 
dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. 
d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih dan 
mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih di patuhi.20 
1. Jenis-jenis kualitas pembiayaan. 
Kolektabilitas pembiayaaan adalah gambaran dari keadaan 
pembayaran pembiayaan pokok serta angsuran dan bagi hasil pinjaman 
serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah 
diberikan bank / koperasi kepada nasabah / mitra. Adapun jenis dari 
kualitas pembiayaan antara lain: 
a. Lancar (kolektabilitas 1), yaitu apabila tidak terdapat tunggakan 
pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bagi hasil. 
b. Dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), yaitu apabila terdapat 
tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bagi hasil sampai 
dengan 90 hari. 
c. Kurang lancar (kolektabilitas 3), yaitu apabila terdapat tunggakan 
pembayaran pokok dan atau bagi hasil sampai dengan 120 hari. 
                                                          
20
 Muhammad, Manajemen..., hal.266 
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d. Diragukan (kolektabilitas 4), yaitu apabila terdapat tunggakan 
pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bagi hasil sampai dengan 
180 hari. 
e. Macet (kolektabilitas 5), yaitu apabila terdapat tunggakan 
pembayaran pokok dan atau bagi hasil diatas 180 hari.21 
2. Pembiayaan bermasalah dan penyelesaianya. 
Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang 
dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan syari’ah maupun 
KJKS yang dalam pelaksanaanya pembayaran pembiayaan itu terjadi hal-
hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak 
memenuhi  persyaratan yang dijanjikan. Serta pembiayaan tersebut tidak 
mentaati jadwal angsuran. Sehingga hal tersebut memberikan dampak 
negatif bagi kedua belah pihak (bank dan nasabah).22 
Faktor-faktor yang dijadikan sebab terjadinya pembiayaan 
bermasalah antara lain: 
a. Faktor internal perbankan / koperasi, antara lain: 
1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat. 
2) Kuantitas, kualitas, dan intregitas Sumber Daya Manusia yang 
kurang memadai. 
b. Dari pihak nasabah 
                                                          
21
 Drbanker, -kolektibilitas Kredit I Kualitas Kredit I Kolektibilitas 
Pinjaman,http://bankernote.com/kolektibilitas-kredit/kualitas-kredit/kolektibilitas-pinjama.com, 
diakses pada 29 april 2015 
22
 Danif sunny, - Pembiayaan Bermasalah perbankan Syari’ah II, http://danif-




1) Aspek legalitas dari keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan 
baik transaksi maupun legalitas usaha /yuridis. 
2) Aspek manajer dalam menjalankan usahanya/ karakter dari 
nasabah. 
c. Faktor eksternal  
1) Situasi ekonomi yang tidak stabil. 
2) Situasi politik yang berakibat negatif. 
Pembiayaan bermasalah adalah sebuah resiko yang timbul dan 
harus dihadapi oleh setiap bank ataupun lembaga keuangan lain, 
meskipun pihak bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam setiap 
pelaksanaanya sebagai lembaga intermediasi akan tetapi pembiayaan 
bermasalah tetap masih saja terjadi. Berikut beberapa penyelesaian 
pembiayaan bermasalah: 
Secara umum strategi yang digunakan dalam penyelesaian 
pembiyaan bermasalah mempunyai dua upaya dalam penyelesaianya, 
yaitu: 
a. Stay strategi adalah strategi yang dimaksudkan untuk 
mempertahankan seorang nasabah, dengan kata lain bank masih 
ingin bekerja sama selama jangka waktu yang panjang. Yaitu dengan 
cara: 
1) Penagihan intensif, yaitu pengingatan setiap tanggal jatuh tempo 
angsuran pembiayaan dengan cara fia telpon ataupun sms 
sampai dengan pengingtan secara langsung dengan cara pihak 
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bank atau koperasi yang diwakili oleh accounting officer 
kerumah debitur. 
2) Rescheduling, yaitu memberi kelonggaran untuk debitur dengan 
memperpanjang jangka waktu yang ditetapkan semula, misal 
awal pembiayaan dengan jangka waktu 6 bulan akan tetapi 
pihak bank memberikan kelonggaran sampai satu tahun. 
3) Reconditioning, mengubah persyaratan perjanjian yang di 
tetapkan diawal, seperti mengubah penundaan pembayaran 
marjin  atau menurunkan prosentase margin sampai pembebasan 
margin. 
4) Restructering, yaitu menambahkan jumlah pembiayaan maupun 
equity. 
b. Phase out strategy adalah strategi pemutusan hubungan bank 
dengan nasabah, dengan kata lain pihak bank tidak menginginkan 
berhubungan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dengan cara: 
1) Soft approach 
2) Hard approch. 
Yaitu apabila dengan cara soft approach tidak dapat dilakukan 
oleh bank maka bank menggunakan hard approah dengan perantara 
badan hukum seperti BASYARNAS ( Badan Abritase Syariah 





GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA SEMARANG 
 
A. Latar Belakang pendirian KJKS Binama semarang. 
KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA 
UTAMA), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang 
bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon 
anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan 
mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. 
Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung 
para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang 
lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk 
pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. 
Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba 
Usaha (KSU) BINAMA. Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 
1996, disahkan badan  Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A/ BH/ 
PAD/ KWK.11/ X/ 96 tanggal 31 Oktober 1996. 
Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara 
Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 
yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 





B. Visi dan Misi dan Nilai-nilai Dasar KJKS Binama Semarang 
VISI 
“Menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai nilai strategis 
untuk pengembangan ekonomi masyarakat.“ 
MISI 
Mewujudkan KJKS BINAMA yang : 
1. Sehat, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan ≥ 81; 
2. Berkembang, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke 
tahun; 
3. Profesional dengan mutu pelayanan yang baik, yakni mempunyai SDM 
yang profesional yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik 
dengan didukung performa kantor dan sarana prasarana yang baik; 
4. Memiliki Resiko Usaha Yang Minimal, yakni kemampuan 
meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan 
sehingga tidak terjadi kerugian; dan 
5. Tingkat Pengembalian Yang Maksimal, yakni kemampuan 
mengoptimalkan return investasi baik dalam simpanan maupun 
permodalan; serta 
6. Memberi Kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat 





NILAI-NILAI DASAR SUMBER DAYA INSANI  : 
KJKS Binama juga mempunyai nilai dasar, nilai-nilai dasar itu dapat 
diunggulkan dengan adanya on line sistem, yang memungkinkan para 
anggota dapat melakukan transaksi di seluruh kantor layanan KJKS Binama 
Semarang. Kehandalan on line sistem juga didukung dengan sumber daya 
insani yang profesional dan mengedapankan nilai-nilai dasar sumber daya 
insani sebagai berikut:  
1. Shidiq (Benar) 
2. Istiqomah (Tekun) 
3. Fastabiqul Khairat (Berlomba dalam Kebaikan) 
4. Amanah (Dapat dipercaya) 
5. Ta`awun (Kerjasama) 
C. Susunan Managemen KJKS Binama Semarang 
KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni 
dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun 
operasionalyang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan 
Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem 
akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan.Hal ini memungkinkan 
untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini 
telah dilakukan di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Selain itu 
sistem komputerisas ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan 
ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota. 
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 KJKS BINAMA dikelola secara profesional oleh 100 orang yang 
masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan 
mulai dari  SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana. Selain itu masing-masing 
personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara 
internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing. 
Pengurus : 
Ketua : Agus Mubarok, SE 
Sekretaris : Moh. Effendi Yulistantyo, SE 
Bendahara : Sri Nawatmi, SE. MSi 
Direktur : Kartiko Adi Wibowo, SE. MM 
Head of  Operasional Departement : Diah Fajar Astuti, SE 
Deputi Bidang Marketing : Ida Panca Sriani, SE 
Kepala Cabang Semarang Tlogosari : Nindyo Wahyono, SE 
Kepala Cabang Kaliwungu : Waskitho Budi Hayu, SEI 
Kepala Cabang Weleri : Retno Indriati, SE 
Kepala Cabang Ungaran : Irawan, SE 
Kepala Cabang Batang : M. Mudrik Tanthowi, SE 
Kepala Cabang Semarang Ngaliyan : Danang Widjanarko, SE 


















Dalam tercapainya tujuan sebuah perusahaan, maka harus disusun suatu 
struktur organisasi perusahaan.Struktur organisasi adalah suatu bagian yang 
menunjukan aktifitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tangguang jawab 
dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi.Dengan 
melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan 















Human cap div 
IT and GA Kantor Cabang 
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Adapun penjelasan mengenai jabatan masing-masing adalah sebagai 
berikut: 
1. Rapat Anggota : Wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam 
koperasi harus melewati persetujuan rapat anggoata 
terlebih dahulu. 
2. Pengurus : Orang atau kelompok orang yang mempunyai tugas 
memimpin perusahaan. 
3. Director : Seseorang yang memiliki perusahaan atau orang yang 
profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk 
menjalankan dan memimpin perusahaan. 
4. Inspectorate : Bertugas untuk mengawasi. 
5. Oprational Staff : Bertugas untuk mengkoordinasi, memonitoring, dan 
memfasilitasi kegiatan oprasional secara efisien dan 
efektifitas sesuai dengan sistem dan prosedur yang 
berlaku. Oprational staff dapat dibagi  menjadi tiga 
yaitu treasury div.(bendahara devisi), operational 
dept.(manajer oprasional), data support staff, yang 
masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya 
secara terpisah namun saling menunjang. 
6. Financing Dept. : Manajer pembiayaan. Dan yang bertugas untuk 
mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan 
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seperti dokumen, jaminan dan data lainnya anggota 
yaitu bagian AO Headquarter. 
7. Remidial dan : Manajer yang bertugas untuk memperbaiki dan  
8. Collecting Dept. mengumpulkan data. Dan terdapat juga devisi remidial. 
9. CorporateSec : Sekretaris perusahaan. Corporate secretariat terdiri dari 
staff sekertaris. 
10. Human Cap. Dev.: Devisi sumber daya manusia. 
11. IT dan GA Div. : Seorang yang mengurusi sistem-sistem komputer dan 
sarana prasarana lainnya. IT dan GA dapat dibagi 
menjadi dua yaitu GA dan Driver. 
12. Fund & Promt Div.: Bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari 
masyarakat dan mempromosikan produk-produk 
kepada masyarakat. 
13. Kepala Cabang : Seseorang yang ditugasi utuk memimpin kantor 
cabang. 
E. Sistem dan Produk KJKS Binama Semarang 
KJKS Binama Semarang memiliki dua produk yang ditawarkan, yaitu 
produk funding (simpanan) dan lending (pembiayaan), sistem yang 
digunakan oleh KJKS Binama adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). 
1. Produk pengerahan dana terdiri dari berbagai beberapa jenis simpanan, 
antara lain: 
a. SIRELA (Simpanan Suka Rela) 
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Yaitu simpanan Mudharabah yang penarikannya dan 
penyetorannya dapat dilakukan setiap saat.Bagi hasil keuntungan 
diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung 
menambahkan simpanan tersebut. 
Keutamaan : 
 Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu. 
 Dapat dijadikan jaminan pembiayaan . 
 Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat tujuan anda. 
 Bebas biaya administrasi bulanan. 
 Nisbah bagi hasil : 28%: 72% 
b. TASAQUR (Tabuang Persiapan Qurban) 
Yaitu produk yang menunjuk pada konsep wadiah. Tujuan 
pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota 
mempersiapkan dana untuk ibadah Qurban. Proses pencairan hanya 
dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah. 
Keutamaan : 
 Penyetoran dilakukan sewaktu-waktu. 
 Penarika setoran dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu 
pada bulan Dzulhijjah. 




 Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik 
setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke 
tempat tujuan anda. 
 Nisbah bagi hasil : 28% : 72%. 
 Bebas biaya administrasi bulanan  
c. SISUKA (Simpanan Suka Berjangka) 
Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, 
dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 
bulan. 
Keutamaan : 
 Sebagai sarana investasi jangka panjang. 
 Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS Binama . 
 Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik 
setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke 
tempat tujuan Anda. 
 Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta 
menguntungkan. 
d. SIAP HAJI (Simpanan Persiapan Haji) 
Yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk 
persiapan dana Haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan 
untuk melunasi Biaya penyelengaraan Ibadah Haji. 
Keutamaan : 
 Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu. 
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 Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah Haji. 
 Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi 
setoran yang akan langsung diambil oleh petugas kami ketempat 
anda. 
 Nisbah bagi hasil : 28% : 72%. 
 Bebas niaya administrasi bulanan. 
 Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya 
penyelengaraan Ibadah Haji/ umrah (BPIH). 
 Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT RP. 25.000.000 
atau sesuai ketentuan dari DEPAG. 
e. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) 
Yaitu produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan 
spesifikasi pada perolehan arisan dimana setiap peserta yang keluar 
nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban 
untuk menyetor lagi bagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk 
ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya 
yang jangka panjang. 
Keutamaan : 
 Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak 
mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang. 
 Bila nomor rekening Anda keluar saat pembukaan arisan dan 
berhak atas dana arisan., Anda tidak perlu membayar setoran lagi, 
karena kelebihan dari saldo tarbiah Anda adalah hadiah dari kami. 
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Dan Anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa 
dan hadiah hiburan. 
 Anda dapat mempunyai lebih dari suatu rekening Tarbiah, 
sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar. 
 Dapat menjadikan simpanan jangka panjaang yang aman, karena 
pencairann Tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. 
 Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan 
transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh 
petugas kami ke tempat tujuan Anda. 
f. Sertifikasi Modal penyertaan yaitu sertifikat tanda pemilikan 
penyertaan dana bernominal Rp. 250.000,00 yang akan mendapatkan 
bagi hasil atas laba tahunan KJKS Binama. 
g. Simpanan Pokok atau Simpanan Wajib  
Merupakan dana modal atas keanggoataan di tingkat koperasi. 
Penempatan dana ini dimiliki akad Musyarakah (penyertaan) yang 
berlaku atasnya segalanya ketentuan dan resiko penempatan modal 
pada koperasi. 
2. Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk 
kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah 
Produk-produk sebagai berikut : 
a. Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) 
Adalah akad pembiayaan antara dua pihak yang satu sebagai 
mudharib (pengelola usaha) dan yang lain sebagai shahibul maal 
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(penyedia modal), atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan 
nisbah yang telah disepakati. 
b. Pembiayaan murabahah (jual beli) 
Adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin 
keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran. 
c. Pembiayaan Al-Ijarah (sewa menhyewa) 
Adalah pemberi penyewa dengan kesempatan untuk mengambil 
pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan 
imbalan yang telah disepakati bersama. 
F. Bidang Garap 
Bidang  garap KJKS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil 
dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. 
Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan; 
1. Pengerahan Dana 
Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka 
KJKS BINAMA berupaya memacu anggotanya untuk menabung. Tujuan 
utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap 
keuangan juga akan tercapai pula proses revolving fund di antara para 
mitranya. 
Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KJKS BINAMA 
dapat terjamin dan  saling tolong-menolong antar anggota. Anggota yang 
dananya masih idle (menganggur)  dapat dimanfaatkan oleh mitra yang 
lain dengan media perantara KJKS BINAMA. Dalam hal ini KJKS 
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BINAMA sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang 
membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum  
termanfaatkan. 
2. Pemberian Pembiayaan 
Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini 
bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KJKS 
BINAMA yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau 
berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan 
besarnya  bunga pinjaman dari pihak lain. 
Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat 
meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha 
mereka. 
3. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen 
Untuk meningkatkan usaha para binaan, KJKS BINAMA 
melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya 
untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam 
menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan 
keuangan. 
Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai 






G. Kantor Pelayanan. 
Kantop Pusat  : Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari raya 1- Semarang 50196 
Telp. 024-6702792 
 Email :bmtbinama@gmail.com 
Kantor Cabang : 
1) Semarang Tlogosari 
Ruko Anda Kav. 4-5, Jl. Tlogosari Raya 1- Semarang 50196 
Telp. 024- 6702790 (hunting) 
2) Weleri 
Ruko Weleri Square No. 2, Jl. Raya Barat 
Telp. 0294-643440 
3) Kaliwungu 
Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8, Jl. KH. Asyari  
Telp.: 0294-3688860, 024-70778003 
4) Ungaran  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 1A, Sebantengan 
Telp. 024-6926335 
5)  Batang 
Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso  
Telp. 0285-392074 
6) Semarang Ngalian 




7) Magelang  






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Prosedur Pengajuan Pembiyaan modal kerja di KJKS Binama 
Semarang. 
Pembiayaan modal kerja di KJKS Binama Semarang adalah 
sebuah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal 
investasi yang digunakan untuk pemenuhan barang dagangan, 
penambahan bahan baku produksi, dan pembelian alat-alat kerja.1 
Pembiayaan modal kerja yang ditetapkan oleh KJKS Binama 
Semarang memiliki 2 akad yaitu akad mudharabah (bagi hasil), dan akad 
murabahah (jual beli). Akan tetapi pada kenyataannya hanya produk 
pembiayaan modal kerja yang berakad murabahahlah yang sering 
digunakan. Kenapa produk pembiayaan modal kerja  yang berakad 
murabahah  ini yang sering digunakan?. 
Pihak Binama yang diwakili oleh Ibu Ella menjelaskan bahwa 
sebagian besar penyimpulan dari proses negosiasi antara CS dengan 
nasabah/anggota mengarahkan nasabah dengan fasilitas pembiayaan 
yang berkadkan murabahah saat pengajuan pembiayaan. Disamping itu 




kekurangan SDM (karyawan) juga menjadi kendala dalam 
mengembangkan pembiayaan modal kerja  dengan akad mudharabah.2 
Sebagai lembaga keuangan non bank yag tidak berada dalam 
naungan LPS, KJKS Binama Semarang selalu menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada calon anggota. Proses 
analisa yang baik juga akan menghasilkan anggota yang baik yang 
mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan 
pembiayaan. 
Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pembiayaan modal 
kerja kepada calon anggota adalah melihat prospek usaha yag dimiliki 
oleh anggota, usaha yang dikerjakan juga usaha yang penghasilannya 
tetap setiap bulannya. Usaha yang baik adalah usaha yang mempunyai 
prospek kemasa depan yang cerah. 
Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa 
transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah 
dengan margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan 
pembeli). Secara sederhana, mekanisme pembiayaan dengan akad 





                                                          
2Hasil wawancara dengan ibu Nurlela Suryadewi Chirunnisa’ pada 6 mei 2015 
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3) Bayaran angsuran 
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Ada beberapa cara pelunasan di KJKS Binama Semarang yaitu, 
Pertama, menggunakan angsuran reguler yaitu dengan cara mengangsur 
setiap bulan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KJKS selama 
jatuh tempoh. Kedua, yaitu dengan cara musiman dimana jangka waktu 
yang ditentukan selama 6 bulan dengan perpanjangan maksimal 3 kali. 
Sistem angsurannya adalah setiap bulan mitra mengangsur sejumlah 
nisbah bagi hasil yang ditetapkan dan setelah jatuh tempo pada bulan ke-
6 mitra memberikan nisbah jumlah hasil ditambah dengan pokok. 
Besarnya margin yang diberikan ditentukan oleh komite 
pembiayaan. Margin yang berlaku saat ini adalah: 
a. Apabila plafon pembiayaan 1 juta sampai dengan 150 juta margin 
minimal 1.5% flat atau margin minimal 2.10% efektif untuk 













b. Lebih dari 150 juta sampai dengan 1 miliyar margin minimal 1.25% 
flat atau margin minimal 2.10% efektif untuk pembiayaan dengan 
jangka waktu , 1 tahun. 
c. Lebih dari 1 miliyar minimal margin 1.2% flat atau margin minimal 
2.10% efektif untuk pembiayaan dengan jangka waktu < 1 tahun.4 
Keunggulan dari produk pembiayaan modal kerja di KJKS Binama 
Semarang yang ditawarkan ini adalaah: 
a. Proses lebih cepat. 
b. Persyaratan mudah. 
c. Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian. 
d. Plafon pembiayaan 80% dari harga jaminan. 
e. Bebas finalty untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. 
f. Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan bermotor.5 
Tata cara atau prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja di 
KJKS Binama Semarang sama dengan Prosedur yang umum digunakan 
untuk Lembaga keuagan syariah yang berbentuk bank maupun non bank 
yang lain. Anggota/nasabah yang akan melakukan pembiayaan terlebih 
dahulu harus mengikuti prosedur-prosedur yang di tetapkan di Binama 
dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Nasabah secara langsung datang ke kantor KJKS Binama untuk 
melakukan pengajuan pembiayaan.  





b. Nasabah menemui Coustemer Service untuk melakukan negoisasi 
tentang keperluan yang akn dilakukan nasabah dan Coustemer 
Service akan memberikan solusi tentang produk pembiayaan yang 
tepat yang sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota. 
c. Nasabah/anggota mengisi sebuah formulir pembiayaan yang 
berisikan tentang: 
Pertama, adalah data seputar permohonan pembiayaan yang 
berisi: jumlah pembiayaan yang diajukan, jenis pengajuan (baru, 
ulangan, perubahan, takeover), jangka waktu, dan tujuan penggunaan 
dana pembiayaan. Kedua, data pribadi pemohon yang meliputi: 
nama, tempat tanggal lahir, no. KTP/SIM, NPWP, jenis kelamin, 
status, jumlah tanggungan, alamat tinggal sekarang, telp, status 
tempat tinggal. 
Keempat, data pekerjaan yang diisi dengan : nama perusahaan, 
bidang usaha, jabatan/pangkat, mulai bekerja sejak, alamat kantor, 
dan telepon. Bagi yang memiliki usaha sendiri (wiraswasta) 
mencantumkan SIUP, NPWP, tanggal/tahun berdiri. Kelima, data 
suami/istri yang memuat tentang: nama, TTL, jenis pekerjaan, nama 
perusahaan, jabatan, mulai bekerja, alamat kantor (jika suami/istri 
memili pekerjaan) 
Keenam, data keuangan yang mencakup informasi tentang: 
penghasilah bersih/bulan pemohon, penghasilan bersih/bulan 
suami/istri, penghasilan lainnya (jika ada), biaya hidup/pengeluaaran 
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perbulan, angsuran dari pinjaman lainnya/bulan (jika ada), dan sisa 
penghasilan bersih. Ketujuh, tanggungann pinjaman pada lembaga 
keuangan lainnya yang berisi tentang nama kredit/pembiayaan, jenis 
pembiayaan/kredit card, jumlah pinjaman, jatuh tempo. 
Kedelapan, akan meninformasikan data kekayaan yang 
mencakup: jenis kekayaan (rumah, tanah, mobil, atau motor), jumlah 
kekayaan, lokasi/merk kendaraan, nilai kekayaan). kesembilan, 
simpanan/rekening di bank yang berisi tentang: nama bank, jenis 
simpanan, a/n, nomor. 
Kesepuluh, data jaminan yang berisi tentang: jenis jaminan, 
alamat jaminan, telepon, harga taksiran, status jaminan, nama 
pemilik jaminan, hubungan dengan peminjam, alamat pemilik 
jaminan, yang terakhir, adalah referensi berupa specimen dari 
pemohon dan suami/istri pemohon sebagai bukti keabsahan data 
yang masuk. 
d. Nasabah/anggota melampirkan dokumen pendukung seperti : 
1) FC KTP suami istri (FC KTP pemohon 3 lembar). 
2) FC kartu keluarga. 
3) Rekening listrik, telepon, PAM. 
4) FC rekening tabungan 6 bulan terakhir. 
5) Slip gaji 3 bulan terakhir. 
6) FC BPKB dan STNK atau. 
7) FC sertifikat, PBB, akta jual beli, STTS. 
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e. Penilaian atau analisis yang biasanya di kerjakan oleh kepala cabang 
KJKS Binama Semarang apabila nialainya dibawah 25 juta dan 
apabila lebih dari 25 juta pihak yang berhak menganalisis adalah 
komite pembiayaan di kantor pusat Binama Semarang. 
f. Prosedur selanjutnya adalah peninjuan lokasi (on the spot) yang 
dilakukan untuk melakukan: 
1) Wawancara kepada nasabah/anggota, secara langsung dengan 
nasabah ataupun dengan cara mewawancarai orang disekitar 
lingkungan nasabah seperti: tetangga, ketua RT/RW dan 
sebagainya. 
2) Investigasi terhadap usaha dan jaminan yang diagunkan. 
3) Mencatat berita acara penelitian jaminan (baik berupa sertifikat 
ataupun kendaraan). 
g. Wawancara dan peninjauan lokasi Kedua, Hasil peninjauan ke 
lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil 
wawancara satu dalam wawancara dua. Wawancara dua ini 
merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 
kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di 
lapangan. Catatan yang ada pada permhonan dan pada saat 
wawancara pertama dicocokan dengan pada saat on the spot apakah 
ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. 
h. Pemutusan pemberian pembiayaan ditentukan oleh pihak kepala 
cabang apabila plafon pembiayaannya bernilai < 25 juta, dan yang 
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bernilai diatas itu akan ditetapkan oleh komite pembiayaan yang 
berada dikantor pusat. 
i. Selanjutnya adalah pencairan dana yang dilakukan pada  dua atau 
tiga hari setelah pemutusan. Dana yang cair dapat diambil dengan 
cara menunjukan slip atau rekening dari CS dan telah melakukan 
pengurangan biaya yang meliputi: biaya administrasi sebesar 1.5% 
dari pokok pinjaman, asuransi jiwa, biaya notaris, materai dan lain-
lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
j. Setelah dana cair maka proses selanjutnya adalah pemantauan 
pembiayaan. Salah satu aktivitas penting dalam proses pembiayaan 
adalah pemantauan atau monitoring pembiayaan yang merupakan 
rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan 
proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan 
perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas. 
2. Analisis  Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di KJKS 
Binama Semarang  
Kelayakan nasabah pembiayaan modal kerja untuk meminimalkan 
terjadinya pembiayaan bermasalah pada KJKS Binama Semarang 
a. Analisis Sistem Seleksi Kelayakan Nasabah Pembiayaan. 
Dalam menganalisis seorang nasabah/anggota yang pantas dan 
sesuai untuk menerima sebuah pembiayaan modal kerja di KJKS 
Binama Semarang melakukan sebuah analisis dengan menggunakan 
prinsip pembiayaan yaitu 5C: 
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1) Character  
Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon 
customer dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: 
a) Meneliti riwayat hidup dari calon mitra. 
b) Meneliti reputasi di tempat usha calon mitra. 
c) Meminta informasi dari bank ke bank yang pernah 
memberikan fasilitas pembiayaan. 
d) Mencari informasi kehidupan calon nasabah dari 
lingkungan tempat tinggal.  
2) Capacity (capability) 
Untuk melihat kemampuan nasabah/anggota dalam 
membayar kewajibannya yang dihubungkan dengan 
kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari 
laba. Semakin banyak pendapatannya/pemasukannya maka 
semakin besar kemampuannya dalam mengembalikan 
pinjamannya. Kita bisa menilai capasity dari calon nasabah 
dengan cara: 
a) Menilai kekayaan nasabah, dengan cara melihat seberapa 
besar aset yang dimiliki nasabah atau mitra. 
b) Melihat laporan keungan dari usaha yang dilakukan nasabah 
atau mitra. 




3) Capital  
Capital/ modal yang dimaksud di sini adalah ketersediaan 
modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. 
Poincapital ini tidak terlalu dipertimbangkan oleh KJKS, 
Dibandingkan dengan karakter, kapasitas (kemampuan 
membayar anggota), dan agunan/jaminan. Akan tetapi poin ini 
masih dinilai juga demi keamanan dan kehati-hatian KJKS 
dalam menyalurkan pembiayaan. Dan biasaya KJKS tidak akan 
memberikan pembiayaan untuk modal usaha 100%.  
Dilihat dari modal yang di gelontorkan nasabah atau mitra 
yang  digunakan untuk usaha maka semakin banyak modal yang 
dipakai semakin bersungguh-sungguh pula nasabah dalam 
menjalani usahanya.  
4) Colleteral 
Menilai dan menganalisis agunan yang agunkan ke KJKS 
Binama Semarang. Nilai dari jaminan diharuskan jumlahnya 
tinggi dibanding dengan pinjamanya, pinjaman diharuskan 
sebesar 75% dari nilai jaminan yang diagunkan. Menilai juga 
keabsahan atau keaslian dari jaminan, yang akan bisa 
dipergunakan secepat mungkin apabila terjadi suatu masalah. 
5) Condition 
Melihat kondisi lingkungan saat pemberian pembiayaan 
baik kondisi ekonomi yang terjadi maupun politik. Sehingga 
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dibutuhkan kondisi yang stabil dalam pengucuran dana 
pembiayaan. Dan apabila dalam kondisi yang tidak setabil 
pembiayaan tetap diberikan maka perlu dilihat prospek usaha 
tersebut dimasa yang akan datang. 
Setelah nasabah memenuhi syarat administrasi dan memiliki 
kriteria 5C sebagai prinsip pembiayaan tersebut, maka nasabah 
ataupun anggota dinyatakan layak menerima pembiayaan dari KJKS 
Binama Semarang. 
Setelah proses pencairan dana di KJKS Binama kepada 
nasabah/anggota maka tahapan selanjutnya adalah pengawaasan 
pembiayaan yang dilakukan oleh Account Officer. Pengawasan ini 
dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha, penggunaan dana 
pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati atau tidak, yang 
dilakukan dari awal pencairan sampai pelunasan. 
b. Kolektabilitas pembiayaan  
Berdasarkan peraturan perusahaan KJKS Binama Nomer 
03/KJKS Binama/Per/V/14 Tentang Pembiayaan, pasal 14: 
Kriteria kolektabilitas pembiayaan terdiri dari: 
1) Pembiayaan lancar 
a) Pembayaran pokok atau pelunasan tepat waktu. 
b) Tidak terdapat tunggakan angsuran. 
c) Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 bulan dan 
pembiayaan belum jatuh tempo. 
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2) Pembiayaan kurang lancar 
a) Terdapat tunggakan angsuran 4 (emapat) sampai dengan 6 
(enam) bulan. 
b) Terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo 
sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. 
3) Pembiayaan diragukan 
a) Terdapat tunggakan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) 
bulan. 
b) Terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo 
sampai dengan 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo. 
4) Pembiayaan macet 
a) Terdapat tunggakan angsuran lebih dari 12 (dua belas) 
bulan . 
b) Terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang telah 
melewati 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.6 
c. Pembiayaan bermasalah  
Sudah menjadi rahasa umum jika beberapa lembaga keuangan 
baik yang berbentuk bank maupun non bank memiliki beberapa 
permasalaahan pembiayaan, tidak terkecuali adalah permasalahan 
pembiayaan yang terjadi di KJKS Binama Semarang.  
Pada KJKS Binama Semarang permasalahan yang sering 
terjadi adalah permasalahan ketidak terpenuhinya tanggung jawab 





seorang nasabah/anggota terhadap pengembalian pembiayaan atau 
angsuran. Mulai dari angsuran yang kolektabilitasnya dalam 
perhatian khusus mapai dengan macet.7 
d. Faktor yang menjadikan sebuah pembiayaan bermasalah 
1) Dari nasabah, faktor terjadinya pembiayaan bermasalah itu 
meliputi: 
a) Faktor kesengajaan. 
Faktor ini muncul karena karakter atau watak dari 
nasabah/anggota yang tidak mau menepati kewajibanya 
untuk melunasi pembiayaan tersebut, walaupun pada 
kenyataannya keadaan ekonomi dari nasabah/anggota dalam 
keadaan baik. 
b) Ketidak sengajaan  
Disini nasabah/anggota mempunyai niat membayar 
akan tetapi keadaan memaksanya tidak bisa melakukannya, 
sebagai contoh keadaan yang tidak mendukung niat tersebut 
adalah kebangkrutan yang dialami usahanya. 
2) Dari pihak KJKS itu sediri, ini bisa terjadi karena ketidak 
telitian seorang Accounting Officer menilai kelayakan 
pemberian pembiayaan. Dapat pula terjadi karena perbuatan dari 
SDM di KJKS Binama Semarang memanfaatkan jabatanya 
untuk melakukan tindakan penyelewengan. 
                                                          
7Hasil wawancara dengan ibu Nurlaela Suryadewi Choirunnisa pda 7 mei 2015 
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Akan tetapi dari keterangan yang di dapat dari ibu Nurlaela 
Suryadewi Choirunnisa’ selaku karyawati di Devisi Retail Financing 
Departmen menyatakan bahwa permasalahan pembiayaan yang 
terjadi sebagian besar terjadi atas katidak akuratan seorang 
Accounting Officer dalam menganalisis kelayakan nasabah penerima 
fasilitas pembiayaan. 
Buruknya karakter nasabah juga sebagai penyumbang 
terjadinya suatu permasalahan pembiayaan. Pada umumnya orang 
yang memiliki karakter yang tidak baik ini mempunyai capasity 
dalam memenuhi kewajiban bayar, tapi mereka lari dari tanggung 
jawab yang mereka harus jalankan. 
e. Penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS Binama Semarang. 
Penanganan pembiayaan yang dilakukan di KJKS Binama 
Semarang diantaranya dilakukan melalui: 
a) Menjaga hubungan baik dengan nasabah. 
Ini bisa dilakukan jika nasabah/angota masih memiliki 
prospek dan peluang yang baik bagi KJKS. Dengan demikian 
KJKS harus memiliki Planning yang terarah. Dapat dilakukan 
dengan cara: 
i. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya KJKS Binama 
Semarang melakukan perbaikan terhadap nasabah/anggota 
pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan 
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dalam mempengaruhi kewajibannya, terdapat 3 jenis 
restrukturisasi diantaranya: 
i) Rescheduling, KJKS Binama Semarang melakukan 
peninjauan kembali jadwal pelunasan, dengan 
mengubah waktu pelunasan, jumlah setoran, serta 
jumlah setoran pelunasan dan atau bagi hasil/margin. 
ii) Recondition, penyelamatan ini dilakukan dengan cara 
melakukan perubahan syarat-syarat 
pembiayaan/persyaratan baru. 
iii) Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan 
sebagai penyelamatan usaha yang dikelola yang di 
taksir memiliki prospek yang baik di masa yang akan 
datang. 
ii. Pengembalian pokok. 
Dilakukan dengan cara mengalihkan akad dari 
murabaha ke akad qardulhasan, ini bisa memperkecil 
angsuran dan meminimalkan terjadinya resiko. 
iii. Peringatan I,II,III. 
Peringatan diberikan sebagai secara bertahap mulai 
dari peringatan I, apabila peringatan I diabaikan maka 
peringatan II di berikan dan seterusnya sampai peringatan 
ke III. Baru KJKS Melakukan tindakan selanjutnya. Jangka 
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antara satu peringatan dengan surat peringatan lain adalah 
selama 3 bulan. 
Setelah terjadinya tunggakan bulan maka standar 
penyelesaian harus secara tegas melakukan tahapan-tahapan 
penagihan yang bersifat simultan sehingga dapat menekan 
kenaikan NPF: 
Kolektabilitas Tindakan Pelaksanaan Schedule 
Lancar Kunjungan 2x 
sebulan  
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i. Penyitaan sampai penjualan barang agunan. 
Saat penyelesaian diatas sudah tidak bisa 
menyelesaikannya maka jalan terakhirnya adalah 
menjual/ melelang barang jaminnan di lembaga 
arbitrase. Dan besarnya harga jual kemudian di 
konversikan kepada pihak bank. 
ii. Evaluasi. 
Untuk melakukan pengawasan dan mengontrol 
penanganan pembiayaan yang dilakukan. 
iii. Hapus buku. 
Apabila nasabah/anggota yang melakukan 
pembiayaan tidak diketahui informasi dan kabarnya, 
maka pihak KJKS Binama berhak menghapus 






                                                          





1. Prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja di KJKS Binama 
Semarang. 
Tahapan yang dilakukan di KJKS Binama Semarang sama halnya 
dengan tahapan pembiayaan pada lembaga keuangan lainnya. Setelah ada 
permohonan pengjuan pembiayaan yang masuk di KJKS Binama 
Semarang maka Binama akan melakukan tahapan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data/informasi dan verifikasi. 
b. Analisis dan persetujuan pembiayaan. 
c. Administrasi dan pembukuan pembiayaan. 
d. Pemantauan pembiayaan. 
e. Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan.10 
Dalam penyaluran dana pembiayaan modal kerja di Binama 
Semarang juga harus memerhatikan bagaimana usaha yang patut diberi 
pembiayaan modal kerja. Usaha yang diberi diwajibkan usaha yang 
masih berada dalam konsep ajaran islam yang mempunyai 3 pilar, yaitu: 
a. Konsep implementasi zakat. 
b. Pelarangan riba. 
c. Pelarangan maysir11 
Usaha untuk pembelian rokok juga termasuk daftar usaha yang 
akan ditolak dalam pengajuan pembiayaan modal kerja di Binama 
Semarang, hal itu bisa dikatakan bahwa KJKS Binama Semarang sebagai 
                                                          
10IBI, Bisnis..., h.223 
11Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  2006, h.8 
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lembaga keuangan yang berbasis syariah sangat memperhatikan betul 
semua kinerja dan fasilitas yang diberikan sehingga tidak melenceng 
dengan ajaran islam. 
2. Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Bermasalah Guna Untuk 
Memperkecil Terjadinya Pembiayaan Modal Kerja. 
Dalam menganalisis nasabah/anggota yang layak juga 
menggunakan prinsip 5C yang juga digunakan oleh Bank Syariah umum 
lainya, prisip 5C itu adalah: 
a. Character artinya sifat atau karakter nasabah/anggota pengambilan 
pembiayaan. 
b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahan 
dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. 
c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. 
d. Coleteral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan 
pinjaman kepada bank. 
e. Condition artinya keadaan usaha atau prospek usaha dimasa yang 
akan datang.12 
Setelah penyerahan berkas identitas dan formulir permohonan yang 
selanjutnya adalah menganalisis dengan Prinsip 5C paling penting karena 
dengan analisis tersebut KJKS Binama Semarang dapat menilai layak 
tidaknya nasabah/anggota untuk diberikan sebuah fasilitas pembiayaan. 
Namun umumnya sebuah lembaga keuangan hanya memfokuskan 
                                                          
12Muhammad, Manajemen..., h.261 
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analisis dengan beberapa prinsip diantaranya character, capital, dan 
coleteral. 
Penentuan tercapainya sebuah pembiayaan dari penyaluran sampai 
dengan pelunasan tergantung dengan proses analisis yang dilakukan oleh 
seorang Accounting Officer dari Binama Seamarang. Sehingga dalam 
proses analisis tersebut diharapkan pihak yang menganalisis bebar-benar 
ahli dalam bidang ini. Karakter dari nasabah juga berperan penting dalam 
proses tercapainya pembiayaan hingga selesai/lunas. Perkembangan 
usaha juga ikut berperan dalam tercapainya sebuah angsuran yang 
dilakukan dalam hal pelunasan pembiayaan. 
Over targeting yang ditetapkan Binama juga akan mempengaruhi 
kinerja dari seorang pihak accoun Officer. Satu sisi subuah target 
pembiayaan dijadikan sebuah motivasi bagi para karyawan, akan tetapi 
lain pihak itu menjadi tekanan bagi seorang karyawan. Sehingga untuk 
mengejar sebuah target pembiayaan terkadang seorang karyawan 
mengabaikan prinsip 5C dalam pembiayan dalam menganalisis 
pembiayaan. 
Di Binama pengikatan agunan adalah sangatlah penting sebagai 
usaha untuk melakukan sebuah tindakan apabila terjadi pembiayaan 
bermasalah. Pengikatan agunan yang berupa tanah, atau rumah dibinama 
biasanya dengan SKMHT/APHT di bawah notaris yang berwenang. 
Pemutusan pemberian sebuah pembiayaan di Binama dilakukan 
oleh kepala cabang jika nilai tersebut dibawah 25 juta, dan ditetapkan 
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oleh komite pembiayaan jika nilainya diatas itu. Pemutusan sebuah 
pembiayaan dibinama sangatlah teliti dan hati-hati sebagai upaya untuk 
meminimalkan sebuah pembiayaan bermasalah. 
Apabila terjadi sebuah permasalahan pembiayaan pemecahan yang 
dilakukan oleh KJKS Binama adalah dengan cara kekeluargaan sehingga 
jarang terjadi penyitaan asset, Binama hanya melakukan kunjungan dan 
pemanatauan on the spot  pada nasabah/anggota dengan jadwal yang 
telah ditentukan oleh pihak Binama. 
3. Solusi Yang di Berikan Penulis Kepada KJKS Binama Semarang 
Dari riset dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis 
dapat memberikan masukan berupa solusi sebagai acuan untuk 
memotifasi KJKS Binama Semarang untuk menjadi KJKS yang lebih 
baik lagi: 
a. Mengurahi jumlah target yang ditetapkan oleh KJKS kepada AO 
(marketng pembiayaa) karena dengan tigginya target yang harus 
dipenuhi oleh marketing pembiayaan membuat mereka hanya 
mementingkan terget yang harus dicapai. 
b. Membuat kegiatan silaturahmi dengan kunjungan KJKS ke rumah 
nasabah/anggota. Sehingga dapat menjalin hubungan yang baik 
dengan nasabah. 
c. Menambah jumlah SDM untuk bisa merealisasikan produk 
pembiayaan dengan akad mudharabah. Tentunya SDM yang direkrut 
yang berkualitas dan profesional dalm bekerja. 
74 
 
d. Perlu mengadakan pelatihan atau pembinanaan untuk setiap 









Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnnya maka 
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Dalam prosedur pembiayaan umumnya mempunyai prosedur sebagai 
berikut: melakukan negoisasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan 
pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir 
pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi, pemutusan, 
pencairan, pemantauan pembiayaan. 
2. Dalam menganalis kelayakan nasabah pembiayaan KJKS Binama 
melakukan penilaian menggunakan analisis dengan prinsip 5C, yaitu: 
character, capacity, capital, coleteral, condition of economi terkhusus 
penilaian pada character, capacity, collteral adalah prinsip paling penting. 
3. Tinggi rendahnya suatu pembiayaan bermasalah tergantung dengan 
proses analisis yang dilakukan oleh KJKS Binama Semarang. Dan itu 









B. Saran  
Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada KJKS Binama 
Semarang selama ini, maka penulis akan memberikan masukan/saran sebagai 
berikut: 
1. Sebagai upaya untuk terealisasinya sebuah pembiayaan yang berakadkan 
mudharabah diharap KJKS Binama menambah jumlah SDM yang 
dikhususkan untuk bidang tersebut. 
2. Semakin ditingkatkan lagi promosi produk yang sepi peminat sehingga 
produk tersebut dapat terjual dengan baik. 
3. Dalam penerapan prosedur pengajuan pembiayaan cukup baik, akan 
tetapi agar mampu tercapainya target pengembalian harus dibarengi 
dengan analisis yang baik juga.  
C. Penutup 
Puji syukur Alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam atas segala 
pertolongan Allah dan atas kemudahan yang diberikan pada penulis sehingga 
Tugas Akhir ini dapat tersusun. Sesungguhnya kebahagiaan yang kami 
rasakan  dan dengan kemampuan yang terbatas ini,  akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini, namun demikian penulisan Tugas Akhir ini 
tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, maka kritik dan saran yang 
membangun sangatlah diharapkan penulis untuk memperbaiki Tugas Akhir 
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